POINTER DARI
KPP PRATAMA
TERKAIT PAJAK DANA
PENELITIAN /PENGABDIAN
UNSOED



LATAR BELAKANG

* LATAR BELAKANG : PEMOTONGAN PAJAK DILAKUKAN SEKALIGUS
SAAT PENYALURAN DANA AWAL SEHINGGA MENIMBULKAN
KETIDAKSESUAIAN PENGHASILAN BRUTO DAN PAJAK PADA SPT
TAHUNAN DI APLIKASI CORETAX.

* LPPM  UNSOED MEMINTA PENEGASAN TERTULIS KEPADA KPP
PRATAMA TERKAIT MEKANISME PERPAJAKAN DANA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT.



DASAR HUKUM

UU PPH DAN UU PPN BESERTA PERUBAHAN TERAKHIR.

PMK 59 /PMK.03/2022 TENTANG PERPAJAKAN INSTANSI
PEMERINTAH.

PMK 168 TAHUN 2023 TENTANG PPH ATAS PEKERJAAN/JASA.
PMK 81 TAHUN 2024 TENTANG CORETAX.

PER-5/PJ /2024 TENTANG BUKTI POTONG /PUNGUT PAJAK.



PENEGASAN KPP (1)

* UNSOED MERUPAKAN INSTANSI PEMERINTAH YANG DITUNJUK
SEBAGAI PEMOTONG /PEMUNGUT PAJAK.

* PENELITI/KETUA TIM TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN MELAKUKAN
PEMOTONGAN PAJAK SECARA MANDIRI.

* PENYALURAN DANA PENELITIAN KE REKENING PENELITI BUKAN OBJEK
PPH KARENA MASIH BERUPA BIAYA OPERASIONAL PENELITIAN.



PENEGASAN KPP (2)

* KEWAJIBAN PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN PAJAK TIMBUL SAAT
DANA DIBELANJAKAN ATAU DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA.

* UNSOED WAJIB MENERBITKAN BUKTI POTONG /PUNGUT PAJAK.

* VENDOR PKP WAIJIB MENERBITKAN FAKTUR PAJAK MENGGUNAKAN
NPWP INSTANSI PEMERINTAH UNSOED.



KETENTUAN CORETAX

* CORETAX MEWAIJIBKAN PENCANTUMAN NIK 16 DIGIT ATAU NPWP
16 DIGIT PIHAK KETIGA.

* BELANJA MELALUI MARKETPLACE RESMI: PAJAK DIPUNGUT OTOMATIS
OLEH PENYELENGGARA SISTEM.

* UNSOED DISARANKAN MENYUSUN SOP INTERNAL PENCAIRAN DANA
PENELITIAN.



JENIS PAJAK PENELITIAN

PPH 21: HONORARIUM PENELITI, NARASUMBER, ENUMERATOR (TIM
SURVEY), TENAGA HARIAN.

PPH 22: PEMBELIAN BARANG DI ATAS RP2 JUTA.
PPH 23: PEMBAYARAN JASA KEPADA WP BADAN (TARIF 2%).
PPH 4(2): SEWA TANAH/BANGUNAN (TARIF 10%).

PPN: PENGADAAN BKP /JKP DI ATAS RP2 JUTA.



KETENTUAN ADMINISTRASI

INVOICE/KUITANSI WAJIB ATAS NAMA UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN.

DOKUMEN IDENTITAS PIHAK KETIGA WAIJIB LENGKAP UNTUK PROSES
CORETAX.

DILARANG MEMECAH TRANSAKSI UNTUK MENGHINDARI PAJAK.

TARIF UMKM 0,5% HANYA BERLAKU JIKA ADA SURAT KETERANGAN PP
55/2022.



KETENTUAN TAMBAHAN

* VENDOR NON-PKP TRANSAKSI DI ATAS RP2 JUTA MENGGUNAKAN
MEKANISME TANGGUNG RENTENG.

* KUITANSI DI ATAS RP5 JUTA DIKENAKAN BEA METERAI RP10.000.

* PANDUAN BERLAKU SESUAI KONDISI DAN DAPAT DITINJAU KEMBALI
JIKA TERDAPAT PERUBAHAN KETENTUAN.



KESIMPULAN

* PAJAK PENELITIAN TIDAK DIPOTONG SAAT PENCAIRAN DANA AWAL.

* PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DILAKUKAN SAAT REALISASI BELANJA
KEPADA PIHAK KETIGA.

* UNSOED PERLU MEMASTIKAN KEPATUHAN ADMINISTRASI DAN
PERPAJAKAN MELALUI SOP INTERNAL.



PROSEDUR PENCAIRAN
PENELITIAN DI UNSOED



PROSEDUR YANG TELAH BERJALAN DI
UNSOED

MEKANISME PENCAIRAN DI APLIKASI ELFINA 80% DAN 20%
80% MENGGUNAKAN SK REKTOR, KONTRAK PPK & PENELITI
PENCAIRAN 80% BELUM TERDAPAT BELANJA

PENCAIRAN 20% MENGGUNAKAN SK REKTOR, KONTRAK PPK &
PENELITI, DITAMBAH BUKTI UPLOAD SPTB DI APLIKASI SINELITABMAS

PAJAK DIPOTONG FINAL MENGGUNAKAN PPN DAN PPH 23



PROSEDUR YANG AKAN DIBERLAKUKAN
SESUAI PERATURAN PERPAJAKAN

* BAIK PENGAJUAN PENCAIRAN 80% DAN 20% MENYERTAKAN SK
REKTOR, KONTRAK PPK & PENELITI

* PENGAJUAN 80% DAN 20% MENYERTAKAN SPTB BELANJA YANG
SUDAH FIX NILAI BRUTO, JENIS BELANJA, DAN JUMLAH PERPAJAKAN

« KETERANGAN DI SPTB DITAMBAHKAN NAMA REKANAN /PENERIMA
DAN NPWP /NIK

* DI ELFINA TIDAK PERLU MENGUPLOAD LAGI BUKTI SINELITABMAS
* PAJAK DIKENAKAN SESUAI JENIS BELANJANYA



TIPS

PENELITI DAPAT SURVEY HARGA ATAU BOOKING PESANAN BARANG KE
VENDOR / REKANAN UNTUK MENGETAHUI HARGA BARANG

VENDOR DAPAT DIGUNAKAN YG SUDAH FAMILIAR DENGAN UNSOED
DAN PERPAJAKANNYA

DAPAT BELANJA DI MARKETPLACE, DAN TIDAK DIKENAKAN PAJAK DI
UNSOED

BELANJA BARANG DIBAWAH 2 JUTA TIDAK KENA PAJAK
DIATAS 2 JUTA DIHARAPKAN MENGGUNAKAN VENDOR NON PKP

PEMBAYARAN KE VENDOR BUKAN NILAI BRUTO, TETAPI NETTO SETELAH
DIKURANGKAN PAJAK.



TERIMAKASIH




